
BLIPA?I BARI?O SELATAN
PROVTT{SI HALIMAHTAIS TENGAII

PERATTIRAIII BUPATI BARITO SELATAN

HOMOR ,q ?AHUN ?;O2O

TEI{TAI{G

SISTEM PEITItrRINTAHAtr BERBASIS ELTKTROI{IK DALAM
PENYETESTTGGARAAN PEIVIERIBTTAHAI\I DAERAH

Menimbang : a.

hdengingat : 1.

b.

DEIYGAI'I RAHMAT ?UHAN YANG IIfiAHA ESA

EIIPATI BARITG fIEIATAIE,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
l:aik, brersih, efektif, transparan, dan akuntabel sertapelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
diperluk*n' peaY,6 nggafaan sistem Femerintahan seruasis
Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa,, penyelenggaraan sistem pemerintahan Berbasis
Elektronik merupakan bagian dari urusan komunikasi dan
informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang tidak
berkait,a* - de*a r,.,pclayqfia$, , ,dasar yang harus
dilaksanakan' oleh Pemerintair Daerah;

bahw-a untuk memberikan arah, land.asan dan kepastian
hukum 'kepada semua pitrat< yarrg terLibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan
pengaturarr " te*tang 'sistem pemerintahan Berbasis
Eiektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud
padalturuf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dalam Fenyeienggaraan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1g5g tentang penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1q53 tentang Perpaljangan
Pelnbentukan Daerah Tingkat II di Kalil;:iantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembarun Negara Repubiik indonesia
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 78241;

C.

d.



2. undang-unclang Ncmor 11 Tahun 2CI08 tentang Informasi

dan T?ansaksi- Elektronik {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

rx*g** Republik Indonesia Nom*r 45431 sebagaimana teiah

Oiulnahdengan Undang-UndangNomor lgTairun z3rc
tentarig peiuUatian Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2AO8 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Repu6iit< indonesia Tahun 2CILb Nomor 25L, Tarttbah36t

t embaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5952);

undaflg-Undang Nomor t4 Tahun 2008 tentang

Keterbtkaan iriformasi Pubiik ilembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2OOB Nomor jl,Tarnba}1an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8a6\;

undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik - {Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OAg

womor, t' m ; farnUah4! 
-Lembarart Nqara Republik indonesia

Nomor 5033);

undang-undang Nomor 12 Tahun_ 2Al1 tentang
pembentukan Peraturan FerunCang-Undangal ilembaran
Negara,... Republik Indonesia Tahun 20 i 1 Nomor 82,
Tambahan Lemlraran-. .N.egara- &epublik Indonesia Nomor

5234)gelixg4gry;*ia telatr 
-,: diubaii de:";1gan Undang-Undang

Nomor lf T*"hUn20L9 tentang'Perubahan Atas undang-
Undang, N*in*r" t2' Tahun Z*li'tentang Pembentukan
Peraturan. Perund ang-Undangah [Lembaran Negara Reputrlik

IndoResia .1. uA ,2fi19,,...516*ut '183, Tambahan Lembaran

Ne.gara : Repp,bltk lndonesia,No'u1 ot,6398\ ;

undang-undang ,,N*m*r ,. '23 Tahun Zaw tentang
pemerintah n I Daerah {Lembaran Negara Republik
Ind,oneSia 'Tafrun 'zAM ,Norn*r'244, Tambahan Lernbaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa',: i terakbir dengan undang-undang
Nomor g Talun 2015 tentang Peru-ba-han Kedua Atas
Undang-Undang Namor 23 Tahun 2AA tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia 5679);

Peraturan Femerintah Noinor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan undang-undang Nomor l+ Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5la9;

Peraturan Pemerintah Noinor 96 Tahun 2A12
tentang Pelaksanaan Undang-Undang N+mor 25 Tahun
2AOg tentang Pelayanal Publik (Lembaran Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 2l5,Tambahan
Lembaran Negara Repui:lik Indonesia Nomor 53571;

/)

6.

4.

5.

7.

8.



L Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZOLT tentang
Pernbinaan Dan Pe ngawasan Penyelenggara:ar.
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z*LT N*mor 73, Tambahaa Lemhraran Negara
Repulrlik Indonesia Nomor 60a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedornan Standar Peiayanan Minima-i ilembaran F{egara
Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 644L,
Tambahan Lemb,aran Negara Repubiik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Fernerintah Nomor 7l Tahun zAW tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
ilembaran It{egara R-epu-blik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tar4bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a00);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot+ tentang
Fera-tu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Z{u*LL tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan,-, (Lernbaran Negara..Rqgublik Indonesia Tahun
2AH Nomer'79fii'; -..',' ', "' ' ' .. ..

Peraturan Fr den Namor g5 Tahun 2O1B tentang
Sistem. Pemeeiatahan Bsrbasis ' , Ele ktronik {Lembaran
Negara' Republik Indonesia Tahun, 20 18 Nomor 182) ;

Feraturan, FfCsi e'n ,Blsrnor,39'Tahun 2ALg tentang Satu
Data Indonisiaircfib*an Negara Reputilik
IndonesiaTahun 2f,1! Nomor LlZ);'"

:

Peraturanrr':-Menter{ . Komu,nik-asi' Darr Informatika Republik
Indonesia .N'*mor' 4 'T. t;rt 2iA16 tentang Sistem
Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 551);

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 20 Tah-r-in 2016 tentang Perlindungal
Data Pribadi dan Data Elektronik{Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor 18291;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dar-r Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berlta Negara Tahun 2018 Nomor 15a);

Peraturan Daerah KabupatenBarito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentalg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatari (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Seiatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

10.

11.

12.

1-
lJ.

14.

15.

15.

t7_

r8.



Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Barito Selatan(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2016 Nomor 32 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

19.

; dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah.,adAlah,Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pernerintahan D,aerah 'yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adal.ah Bupati Barito Selatan,

4. Sekretaris'Daer 'aaehh, Sekr-etaiiS' Daerah Kabupaten Barito
.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Dinas,ada.lah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

6. Perangkat Daerah . yang : selanjutnya disingkat PD,
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

7 - Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
membuat laporan menganalisis memindahkan informasi
dan/atau rnenyebarkan informasi antar media.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang rnendeskripsikan
integrasi proses bisnis, data dan inforrnasi, infrastmktur
SPBE, aplikasi SPBE, dan keamarran SPBE untuk menghasilkan
layanan SPBE yang terintegrasi.



10. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disebut pengguna SPEE adalah, selnua
pemangku kepentingal yafig memanfaatkan layanan SPBE,

antara lain pemerintahdaerah, masyarakat dan peiaku usaha.

11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikyang
selanjutnya disebut Layanan SPBE, adalah fungsi dari
sistem aplikasi SPBE yang memberikax manfaat kepada
pengguna SPBE"

12. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan
pemLrangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20

{dua puluh) tahun.

13. Sistem Informasi adaiah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanar: dan pengeloiaap informasi serta mekanisrne
penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat
*an setraliknya dalagr bentuk. lis-an, ,tulisan Latin, tulisan
dalarn'''huruf 'Flr'ail*, b&*a" &a3nb'a1,'''t'dan I atau bahasa takaJ'
serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

14. Informasi aeakn keftrangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda=tanda,,5rangi mengandung .nilai, rnakna, dan pesan, baik
data, fakta'r,nraupun,,,,penjeiasann5ra, yang dapat dilihat,
didengar,, dan dibag;a. y.an$.-disajikerr ,,,dalam berbagat kemasan
dan format.sesuai dmrgan perkembangan ' teknologi informasi
eial komunikas,i seearaelfktronikataupunnoneiektronik.

15. Informasi .,elektrsnik ad,alah satu ,atau sekumpulan data
elektroni$ 'termasuk tetapi rtidak'terLiai'as pada tulisan, suara,
gambar,'peta, rafLe&fr$ao, {Bto ;', electronic data intercltange IEDI),
surat. elektrcnik letectrorE*' ma{U:' telegram, .teleks, telecopg atau
sejenisn3ra, huruf, tarlda, angka, Kode Akses, simi;cl, atau
perforasi yang tel+ diolah y.afig memiliki arti atau dapat
dipahami oleh'or.a rg Y4ngmampu memahamrnya.

16.Infrastruktur Teknologi ''' yang selanjutnya disebut
Infrastruktur,adalah perarrgkat keras, perangkat lunak dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan
sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data ser=ta memberikal layanan SPBE

17. infrastruktur Umum Perangkat Daerah yang selanjutnya
d-isebut Infrastruktur Umum PD, adalah infrastruktur
pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara
umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal
komputer, laptop, printer, mesin fax, sofiutare perkantoran, dan
sejenisnya.

18. infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang seianjutnya
disebut Infrastruktur Khusus PD, adalah infrastruktur khusus
yang dibutuhkan aleh PD tertentu guna mendukung uraian
tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID,
dan sejenisnya.



19. Tim Koordinasi SPBE PemerintaJr Daera-h adalah Tim yang
dibentuk untuk rnelakukan koordinasi penerapan dan kebijakart
SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE
di iingkungan Pemerintah Daerah.

2}.Jaringan Lokal (Lacat Area Netutork) yang selaljutnya disehut
LAN,adalah sekelompok komputer dengan perangkat
penduku ngnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi
dalam area kerja tertentu.

2l.Jaringan Jarak Jauh lwide Area Networkl yang selanjutnya
disebut wAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan
dapat berkomunikasi.

22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
mene*xpatkan sistemkoinputer dan komponen komponen
terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan
pengoi4tran data.

23. Pusat pemulihan bencana lDis'aster gecouery Certterl ada]ah
suatu fasilitas yang digunakan unluk memulihkan kemkrali
data atau infoi:masi serta .fgnS.si-{u1gu,t. 

penting SPBE yang
terganggu ., atau rusek akibat . ,terjad"inya bencana yang
disebabkan oleh alzug,.a u,,fft*l11rsi3.

24. Apiikasi ad*atr :,.,s4t11 atau:', sekumpUian program komputer
dan prosedu:-' yang diranca_Ag, untuk melakukan tugas atau
fungsi layanaq SPBE. ,,,, "'

25. Aplikasi umurn .adgd 'apl,ikasi $p6p yang salna, standar
dan digunakan secara berbagi pa]f,al oleh lebih dari satu PD.

26. Aplikasi khusus adalah apiikasi SPBE khusus yang
dikembangk6"r-t,dikdola daa/atau drguttakan oleh PD terte*tu gtrna
mendukungr :u alan ,ttrgas ,po.k*k--,'dan fungsi serta memenuhi
kebutuhan khu5us,FD-,.r-:.

27 . Apllkasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi Llmr-lm
yang berd.asarkan analisis panjang alur proses bisnisnya,
jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur,
jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis d'ata, jumlah
potensi aplikasi yallg terintegrasi, dan potensi integrasi dengan
PD lain tinggi.

28. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum
yang berdasarkan analisis panjang alur prcses bisnisnya,
jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur,
jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis Cata, jumlah
potensi apiikasi yafi1 terintegrasi, dan potensi integrasi dengan
PD lain rendah.

29. Serueradalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang
menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk
bisa melakukal resource s?wring.



30. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumLrer

daya perangkat komputasi berupa perangkat:perangkat
komputer yang saling terhubung meialui sistem komunikasi
data, sehi.ngga dapat di akses secara bersama.

3l.Integrasi sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi
yan; i:erkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem
menjadi satu sistem besar.

32. Colocatian adaiah tempat yang rnenyediakan layanan untuk
menyimpan atau menitipkan seruer pada sebuah . Dctt*

Centeryang memiliki stalCar keamanan fisik dan infrastuktur.

33. E-mait resmi ge..id, adatah e-mail yang dtgunakan dalarn
a-ktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintatr Daerah
Kabupaten Barito Selata:i.

34. Sumber Da;ra lVtarusia,Te'knoiogi ,Informasi Komunikasi yang
selanjutnf* cis:n kat Eumber Da.3ta,'' Manusia TIK, adalah
pega*at p;ada setiap PD_yang berhubungan dengan pengelolaan
let<nclogi informasi dar ksr.nunikasi.

35. Tata Kelola Teknologi Inf,ornrasi dan Komunikasi yang
selanjutnya disebut',T-ata Kelo1a TI'K,. ad,alah struktur, proses,
dan imekanisme uatuk memastik#t keselarasan TIK dengan
tujuan dan pros€s bisnis.PD, reAlisasi potensi manfaat TIK,
pengelola?n, fe siks .TIK,.dan cptimalisasi sumber daya TI K'

36. Proses TItr(,yang selanjutgYa disingkat proses, adalah kumpulan
aktivitas-aktititas=1eiHt.+engel*laanr TIK yang terstruktur
dengan masukan dan menghasilkan outpufiettentu.

37. PD Mandiri TIK adalan* PD yal1g dinilai teiah mampu
membangun; ffiengembartgkan 'dan mengeiola aplikasi
dan/atau infraStruktil SPBE-.... ' '

38. PD Pemilik Layandii Ad all PD yang berdasarkan uraian tugas
dan fungsinya meru-pakan penanggLlng-jawab layanan
dimaksud.

39. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kola.trorasi antar
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rarrgka
pertukasan data, informasi atau Layanan SPBE.

40. Keamanan informasi adalah periindungan data dan
informasi dalam SPBE dari akses, penggunaari, pengubahan,
penggandaar, penyebaran, penghapusari, gangguan, dan/atau
pengirancllrall oleh pihak yaxg tidak berwenang.

41. Repositori adalah tempat penyimpanafl aplikasi, saurce-code,
dan berbagai Cokumentasi aplikasi lainnya'

42.Pelayanan Level L, yang selanjutnya disebut dengan St:ruice
Desk Tter 7 adaiah staf atau unit di PD yang memiiiki
tugas dan wewenang sebagai pihak pertanna yafig dihubungi
pengguna layanan TIK {single paint contact\ untuk sela:rjutnya
Fflen5rs|ssaikan permasalahan TIK di PD Pemilik La5's.rran'



43. Pelayanan Level 2u yang selanjutnye.. disebut dengan seruice

Desk Tier 2 ada-lair unit di Dinas Koislunikasi dan

Informatika ya;ng memiliki tugas dan wewenaflg menyelesaikart
permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh

Seruice DeskTier 1.

44.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danlatau jasa
yafig tersedia dalam masyarakat, balk bagi kepentingan diri

""ndiri, 
keluarga, orang 1ain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diPerdagangkan.

(1)

t2)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAI{

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman al,am.,,.,,penyel.enggar.aan SPBE di lingkungan
iremer:ntah.'Dae , sehingga d;ap,at {tlakaanakan denganbaik dan
berkualiias.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. rnewuju,dkan pengeloiaqgr SPBp'berbasis Rencana Induk
SPBE;

b. rnewujudr.qnlo.s;farasanantarapengelolaan SPBE pada
Dinas dan PD;dan : . ]:

c. mewujilakan '$kro,llisisj dut, ,.integrasi pengelolaan SPBE
di,, lin$ku ngan'Pqryr'erint rah.

t.,' ':'BA,B III.
PRITTSiP

Pasai 3

(1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan
tlerdasarkan prinsip :

a. efektifitas;

b. keterpaduan;

c. kesinambungan;

d. efisiensi;

e. akuntabiiitas;

f. integrasi dan interoperabilitas; dan

g. keamanan.

(21 Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf
a,merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
yang mendukung SPEE dengan berhasil guna sesuai
dengan kebutuhan.



(3)

(4)

Keterpaduan sebagairnana"dirnaksucl pada ayat {1) . huruf
u"*eiupatan pt"Ei"t"grasian sumber daya yang mendukung
SPBE.

Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat {li huruf
i**i"prf.ro"p.fuf."*i*up SPBE seca-ra terencara, bertahap,
dal terus menerus sesuar dengan perkembangannya'

(5) Efisiensi sebagaimana "dimaksud 
pada ayat (1) , huruf d't*' 

merupai.u.r, 
- 

ofrtimalisasi pemanlaatan sumber daya yafig

mendukung SPBE secara tePat guna'

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
e,merupakan keje-iasan fungsi dan pertanggungjawabart
dari pelaksanaan SPBE.

Integritas danlnteroperaLrilitas sebagaimana dimaksud pada

"y"f t1) hu-ru-f f, meiupakan koordinasi dan kolaborasi antar
pio*t*,.'trisnis- dqq .antar. sistqry,, ,€"ie,\tr9nik, dalam rangka
integrasi..defi" p;rtukaraa ':bertiagi pakai, data, informasi, atau

layanan SPBE.

Keamanan sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) huruf
g,merupakan keia6asiaan, keutrrhan,,*_*o .ketersediaan pada

Eatadan''informasi,,,i uktur..dan',aplikasi'

(B)

f6.\lu,

t7)

(1)

(2|

(3)

(4|

(5)

" ' '" ' ''' :

BAB IV
, AR$ITEK.?U.R 8-PBE

: ,, . ::' , ,.i #.ascl $,.;,'t:,. ,'

Arsitektur SPBE, disusun dengan berpedoman pada arsitektur
SPBE Nasional darr Rencana"'Pem'bangunan Jangka Menengah
Daer2}l ' "' ::: 

,l

Arsitektur SPBE '', 6Ag mana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Kepuiusan Bupati.

Arsitektur SPBE setragaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk :

a. jangka waktu 5 ilima) tahun apabila Arsitektur SPBE
ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan
Jangka Menengalr Daerah; atau

b. kurang dari jang1r;a waktu 5 {lima} tahun apabila
Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah"

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap
tahun.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagairnana
dimaksud pada ayat {1}, dapat dilakukan perubahan Arsitektur
SPBE.
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(6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

{5i dila,ksalakan dengan memperhatikan :

a. perkembangan keadaan;

b. kebutuhan Daerah;

c. perubahan Rencana Pembangunan .Iangka Menengah
Daerah; daalatau

d. ketentuan peraturan perundang-undangan'

l7l Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB V
:,i , , EA?A SAIE I$E.$Rffi.ASJ .:' :: 

", 
,,, 

a., :,,t,,,,:,,..

Pasal 5

(1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan
ke tentu.an p e ratu ran'p'q:rlln d an g: u nd ar-rgan,

(2t Data dan infurmast..se.iiag'e+ a'dim*sud pada ayat (1) harus
memenuhi $tandar'' amart ,'kerahasi0.ol1, kekinian, akurasi
serta keutuhan d*a'dan'inf*r'rrlasinya.

(3) Struktur S.e:rta.,:i,:fioffl1&t--,.. ,data,:, dall informasi sebagaimana
dimaksu*'paea','egat {fJ,'.**o* sesua-i dengan standar ytrLg
ditetapk#.&ngffr memperhatika+ prinsip interoperabilitas dan
keamanan. t,

(41 Pengguna_an, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) di}q!!tt+ det gT #gacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 6

(1) Perlindungan keamanan , kerahasiaan, kekinian, akurasi
serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {2\rnenjadi tanggung jawab PD sesuai
dengan kewenangannya dengal memperhatikan tugas dan fungsi
masing-masing PD.

(2\ Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pad,a ayat
(1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

i3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{2i dilakukan dengan meialui :

a. menetapkan kiasifikasi keamanan, pembatasan akses
dan pengendalian keamanan lasnnya;

b. menerepkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang
tidak berwenang;
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(1i

{21

d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan

e. menjamin ketersediaan akses data dan inlormasi oleh pihak
yang berwenang"

Pasal 7

Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian,
akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagairfiana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan
keamanan informasi.

Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain :

a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di
iingkungan Pemerintah Daerah, termasuk pe$ggunaan
elnlr,i&'est;ori kantor go.id, . penggunaan akses Internet,
pengakses*.n., data kantot", baik'.d6ri:, LAN, wAN, maupun

b. panduan r,nembawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan
menghubungfuannya dengan sarana-prasarana TiK di

c. kewajib setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat
lunak dan ,.-F.era:tgkat keras keamanan informasi di
sistem interrtatr,PD ,,tergebut atam LAN, khususnya sistem
TIK :r$1gjangsung terkoneksi dengan Internet; dan

d. kewajib-ap, mengimplementasikan perangkat lunak dan
perangkat ker,q .,k*arcan,an informasi di sistem antar PD
atau WAN, setta. rrtf lrlonitor kearn-anan informasi khu su snya
di sarana-pramranat,.TlK yang menjalankan fungsi vitai
bagi jalar-tfl]:a.P.er'rieriatahqn, Daerah.

Kebijakan ke.anlan4q infurrnasi: sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} berlaku'untxk sernua'PD penyedia data dan informasi.

(3)

BAB VI
PUSAT SATA

Pasal I

(1) Setiap PD d,apat menempatkan data d,anlatau seruerrLAc di
Pusat Data.

(2| Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
Dinas.

(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan
jaminan Col*cation, keamartarr sefi)er dan up-time s,e/ver.

(4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri seruer serta
meiakukan konfigurasi, operasional dan perawatan seruer.
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(5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan serversendiri
sebagairnana dimaksud pada ayat {41, rnaka Dinas rnenyediakan
fasilitas Virtual Priuate Seruer {VPS} beserta konfigurasi dan
perawatan seruer di Pusat Data.

Pasal 9

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.

(21 Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana
dimaksud piOa ayat (i), Dinas melakukan pengelolaan data
setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasa1 10

il) Setiap PD w-iib rselakukan peneadahgag {back-up} data secara
herkala te Aatarlr ieruer di:Pusat Data PeRrerintah Daerah.

tzl Dinas metakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD

terkalt peiaksanaan [ew41iba4 penca,dangan {back-upl data
sebagaimffl*.dirrlaks,ud $d,a ayat ( 1 ),

Pasal 1i

Dinas menjarnis kerahAsiaa"tr dan keamanan data yang disimpan di
dalam Pusat , ,Data,,'sesllai ,ketentussl, . peraturan perundang-
undangan.

. .. BAB VII
_-__-__--:_-.: ,PLIKA€I :

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan
perencanaan,pembangunan,pemeliharaan danfatau aplikasi
y'arrgtwdiri dari:

a. aplikasi umum; dan

b. aplikasi khusus.

(2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggu-naan,.aplikasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari :

a. Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar; dan

b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.

(3) Berd"asarkan skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayal ( 1) huruf b merupakan Aplikasi
Khusus yang dikembafigkan, dikelola dan/atau digunakan oleh
PD"
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(4i peiaksanaan perencanaan, -. pembangunan, pemeliharaan

dan latau pengembangan apriklsi seb?gai*ana dirnaksud

p;A:;;y"t 1ii aTtetapkan sebagai hrerikut :

a. perencailaan, pemhiangurian, pem-e-iiharaan dan/atau
pengemb""sj" 'Rplik''Ji Umum Kompleksitasi Besar

hilakukan oleh Dinas;

b. perencanaan, pqfbqngyrratr, pemeliharaafi danlatau
pengemburrs; dpH4t*i=rryy* Ko-mpleksitas Kecil dilakukan

It"tioirr"" d'iUantu oleh PD Mandiri TIK; dan

c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan latau
pengembr"err'* 

-- tplil"?"i ffrusus PD diiakukan oleh

Fn "nnandiri" TIL sesuai dengan - kewenangannya

dengan *"*p.irrutikan tugas pokok dan fungsi masing-

masing PD.

Aplikasi sebagaimarr.a dimaksud Fada a;rat (3) dioperasikan oleh

Perencar-raan, pembangunar,pe'lneliharaan anf atau

;;;";;#;&; apru."Ei sirasainlana dimaksud pada ayat {1}

mengaeu Pa4a Arsitektur,SPEE'

is)

(6)

!ra\lt I

(1)

to\lzl

(3)

(4|

Aplikasi sebagaitaana
yang ditetaPkan
undangan.

A;#aksu[ pada aYal {1\ sesuai standar
tlef,$asarkan ' ketentuan perund'ang-

"'Pasal 
13i". .,,,

.,.., .,,, .:.::,:,.

pD :rang melaku :pe gunan dan/atau pengembangan
aplikasi wajib melahk pengrlljianAplikasi yang dirancang
sebelum, diimpleffIeht*sikarr ke ir,rfrastruktur layanan yarlg
sebenarnya,, , . .-,,,,,

Berdasarkan haeil p.€-agirj.ia$,-'aplikasi sebagaimana dimaksud
pad.a ayat (1) , terhadap,i.Aplikasi''harus dilengkapi :

a. d.okumen kebutuhan'perangkat lunak;

b. dokumen perancangan aplikasi;

c. dokumen manual penggunaan apLikasi; dan

d. Source Cade dengan penjeiasan fungsi masing-masing
Tsrocedure;

Apiikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didskumentasi
dan disimpan di Repositori.

FIak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah
Daerah.

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus dapat
diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

(s)
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(u

(2)

BAB VIII
II'IFHASTRiJKTE'R

Pasal 14

Perencanaart, pembangunan, pemeliharaan' pengoperasian

danlataupengemba''ga''infrastrukturwajibmengacu
pada Arsitektur SPBE.

Pereneanaan, pembangunan, pemeiiharaan' pengoperasian

danlatau pengenrb,''s* infrastruktur sebagaimana

Ji*if.*"6 pada ayit (i) ditetapkan sebagai berikut :

a. Dinas melaksalakan perencarraan pembangurralr,
pemeliharaan, pengoperasian danlataa- pengembangan

infrastruktur'WAX" ftittgga router PD seluruh Pemerintah
Daerah, termasuk jaringan fiber aptic Pemerintah Daerah; dan

b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaa+, pengoperas:ian , ,' .dan f .atau pengemb aflgarl
i"iiu*ti"tiur',lAlq i;n infiastruktur khusus PD sesuai
dengan kewenqngann)la dengan ':memperhatikan tugas
potcot< dan fungsi masing-masing P*,

Perencan&anr . pembqlrg+rr-lan,,. pemeliharaan, pengoperasian
dan I atau, pengernbangan infrastrUktul .LfN dan infrastruktur
khusus pU brtaia' fD' anAl,ri'T,IK' da?at dilaksan akan oleh Dinas'

(3)

(1)

Pasatr !.5

sebagaimana
-JtI

,:diraaksud'" aiam Pasal 14 sesuai
lberdasar-kan' ketentuan perundang-

Infrastrukt*r
standar yafiE
undangan. '

l2l Infrastruktur sebagain:ana dirnakstld,pada ayat {1} harus dapat
diperiksa oleh,Dinag,' .... '--,,

(i)

l2l

{1}

Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN
terkini kepada Dinas paling sedikit 1 {satu} kali dalam setahun.

Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur
LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 17

Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengeloia
situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat {1i wajihr
sebagaisub domain atau menginduk pada portal Pemerintah
Daerah wwyr. ba{itos-elatalkab.so.id

()l
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(U

Pasal 1E

Komunikasi elektronik dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan

di lingkungan Pemerintatr Daerah wajib rneflggunakan e-rnail

,* 
" 
*iP* *Jrin t ah D ae rah yartu tr*li1* ba;tita sela*atzkab' g o' id'

Dinas menyed.iakan dan mengelola e-mail resmi Pemerintah

Daerah.

BAB IX
(}RGASISASI DAI'T EEAIYAJTME}T

Bagiarr Kesatu
PeretaPaa PD Eflaadiri TIK

Pasal 19

Dalam rangka rnewu.judkan upaya peningkatan kemampual dan

t<apaSi ':' p,umsfi11tA,l1, Daeiah'-.' am .memenuhi dan

;G;*isipasi ' kebutuhan 
-!e11a 

t"YTtil3" lavanan berbasis

TiK,m-aka dapat ditetapkan PD MandiriTlK'

penetapan PD.Manciri TIK sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan .,,5etel&h.,,..,-',''@1aJui' 
- proses penilaian evaluasi

" 
':: 

: ' t.' ;'t' 't"'

Proses pehilaian' evaluasi lcela34akan tei'hadap PD sebagaimana

amaksud padaayet {2} dilakqkan oleh Dinas

Proses penilaia;t'evafuasj,, ketrayakanr terhariap PD sebagaimana

Aimaf.siid] 'r,aOa ''' yat" {2}l ' aksanakan dengan mendasarkan
pada kriteria sebagai berikut :

tE 6tf7- )^-^a. memiliki SDIII TIK; dan , ,, ,

b. telah memitiki pengalaman memballgun, mengeloia dan/atau
mengein'b gkan aptikasi S,P.F$ secara mandiri;

Berdasarkan hasi!', pf,Oie,S. 6eniiaian evaluasi. kelayakan terhadap
pD seLragaimana dlmakzud pada ayat {2), Dinas mengusulkan
pD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK
kepada Bupati.

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Ke putusan
Bupati.

Bagian Kedua
Pembe*tukaa ?im I{oordisasi SPBE

Pasal 2O

D aTam r angka menjamin keberhasilan pelaksan aan tata. kelola
teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
SPBE di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.

Tim Kcordinasi SPBE seL:agaimala dimaksud pada ayat (1)

diketuai oleh Sekretaris Daerair"

Pembentuka:r Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud
pada- ayat {1} ditetapkan dengan Keputusat Bupati.

t2)

(3)

t4\

(U

(2|

(s)

i6)

{i)

{2\

(3i
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t4\ Tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

i1) adalah :

a. mengarahkan Felaksanaari SPBE;

b" memantau Pelaksanaan SPBE;

c. mengevaluasi Pelaksanaan SPBE; dan

d. melakukal koodinasi dengan Tim Koordinasi SPBB

Nasional untuk peiaksanaan sPBE yang melitratkan lintas
Instsnsi Pusat dan Pemerintah Daerah'

Bagian Ketiga
Manajemen Layauas Gleh Pihak K,eltig*

(1)

(2|

Pasal 21

Layalaq SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya
oietr pihak,,, ketiga, delrgan::rmempertinrbangkan keterbatasan
sumUer 'aara 

'int6ttt*t, yaig : in:iliirr-' Oieh Pemerintah Daerah

untuk menLapai tingkat layanarr minimal yartg diberikan kepada
konsumen.

Seluruh data yang 'diolah melalui . Iayanan pihak ketiga
adalah aata'" milik','.-p.e1lerintah",r'Daerah yang tidak dapat
d ip e rgu n ak;an' pilrak' ke ti$a di,iuar kerjasqma

: 'Pasal?;2,

Dalam ha1 layaqal1 $FBE disil0]tggq{akan oleh pihak ketiga, PD

,rr,lu.krk*r, audii='atas,,}- o,,yang.disampaikan o1eh pihak ketiga
untuk memastikan)''"*att'at *nya, baik dilakukan secara

internal atau menggUn.*an iasa'pihak kati$aLatn yang independen'

(1i

... Bagiatc KeeaPaL
Maaajeme+, $umberia5ra,M.aausia TIK

'"' P..e.gar 23 ':'

Dalarn rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK,
maka:

a. setiap PD menunjuk minima-l 1 (satu) oraflg pelaksana
atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas
dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Seruice Desk Tier 1;

dan

b. Dinas membentuk unit sebagai Seruice DeskTier 2.

Service Desk Tier 1 sebagaimala dimaksud dalarn ayat (1) huruf
a,bertanggung-jawab untuk menyelesaikar. berbagai
permasalahan TIK di tingkat PD.

Dalam hal Seruice Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan
permasalahan TIK di tingkat FD, sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, maka Seruice Desk Tier 1 menyampaikan permintaan
solusi permasalahan ke Seruice DeskTier 2.

{21

{3)

Seruice Desk Tier
permasalahan TIK yang
1.

2 bertanggung-jawab menyelesaikan
tidak marnpu diselesaikan knsire Desk Tier

(4)
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i5) Dinas meiakukan koordinasi dan supervisi terhadap seruice
Desk Tier 2 di masing-masing pD.

Pasal 24

PDw4iib meningkatkan kompetensi sumber Daya Manusia TIK.

Dalam hal peningkatan sDM TIK sebagaimana dimaksu d ayat
(1), wajib mengacu pada arsitektur SPBE.

(1)

{2)

(U

(2)

BAB X
PROSES SPBE

Pasal 25

setiap PD Mandiri rIK menyusun standar operasional prosedur
( SOP-,) 

. 
p+ose-s=proses manqf emen TIK.

f9n:ysu'A siarrdar Operasionel'FroiaAr, (Sop) sebagaimana
dimaksud pada ayut {1}:mengacu pada :

a. arsitektur SPBE; dan :

b. ketentuanpe-ralll :perundgg.undangan.

,.1t, ':.' : 
'

PEMBIISAAN DAIS PEI{GAWASAN

',+,*.ga!i,'.zi ''., ,', ,'' '.. ,'

Dinas met*s,a{r Bembinaan dan pengawasan umum
terhadap SPBE.

Pelaksanaan'' pembin qV ,daa 
'pengawasan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pD terkait.

(U

{21

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dilakuka; sesuai dengan ke"tentuan
peratural perundang-undangan.

(41 H.asil kegiatan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
di maksud ayat {1) dilaporkan kepada Bupati meialui Slkretaris
Daerah.

BAB XII
PENDANAAII

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber
lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

Anggaran
pendanaan
perundang-
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BAB TffH
KETEI{T['A35 PEI{T'TUP

Fasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetair*i*ya, mernerintahkan pengunda*gan
Peraturan tsupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupatea Barito Selatan.

Diundangkan di Buntok
pada tanggai 12 i.;ci- 20li

BERITA D&EKAH KAsUP#TEffi B*RI?O SELATAIE TITIITII{ agEO !5O*IOB }

Ditetapkan di Buntok
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